
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 2 TAHUN 2O2O

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 50

TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: a.

b.

Mengingat : L.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, Pasal

81A, Pasal 81B dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20 14 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa, maka beberapa ketentuan dalam

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017

tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor

50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah

BUPATI TRENGGALEK

PROVINSI JAWA TIMUR
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Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan

Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

3

4

-2-



3

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2O 14 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6321);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun2Ol4 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 21ll
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

leel;

7 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 20 18

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun

2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah
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Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG PENGELOLAAN ALOI(ASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan daiam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor

50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 51) diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Penghasilan tetap diberikan kepada kepala Desa,

sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya

dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

(2) Besaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa

dan perangkat Desa lainnya ditetapkan sebagai berikut:

a. besaran penghasilan tetap kepala Desa paling sedikit

Rp.2.426.64O,00 (dua juta empat ratus dua puluh

enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara

l2O o/o (seratus dua puluh per seratus) dari gaji

pokok pegawai negeri sipil golongan II/a ;

b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling

sedikit Rp.2.224.42O,00 (dua juta dua ratus dua
puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah)

setara 110 7o (seratus sepuluh per seratus) dari gaji

pokok pegawai negeri sipil golongan II/a; dan

c. besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya



paling sedikitRp.2.O22.2O0,00 (dua juta dua puluh

dua ribu dua ratus rupiah) setara 100 7o (seratus per

seratus) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan

llla.

(3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai

penghasilan tetap minimal kepala Desa, sekretaris Desa

dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber iain dalam

APBDesa selain Dana Desa.

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni

Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan

dengan ketentuan :

a. paling sedikit 70 % (tujuh puluh per seratus) dari

jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:

1 . penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk

beianja operasional Pemerintahan Desa dan

insentif rukun tetangga dan rukun warga;

2. peiaksanaan pembangunan Desa;

3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan

4. pemberdayaan masyarakat Desa.

b. paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus) dari

jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:

1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa,

sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya; dan

2. tunjangan dan operasional Badan

Permusyawaratan Desa (BPD).

(2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil

pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dan

bantuan keuangan khusus Desa.

(3) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan

-5-
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untuk tambahan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa

dan perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan

tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat

Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b angka 1 .

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 ditambah 1 (satu) huruf yakni

huruf c dan ayat (5) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c

sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Penyaluran ADD dilakukan setelah Desa memenuhi

persyaratan yang telah ditentukan.

(2) Penyaluran ADD untuk tahap I dengan persyaratan:

a. surat permohonan kepala Desa kepada Bupati melalui

Dinas yang diketahui Camat;

b. copy buku RKD;

c. copy Peraturan Desa tentang APBDesa; dan

d. laporan realisasi penyerapan ADD tahun anggaran

sebelumnya.

(3) Pencairan ADD untuk tahap II dengan persyaratan:

a. surat permohonan kepala Desa kepada Bupati melalui

Dinas yang diketahui Camat;

b. copy buku RKD; dan

c. laporan realisasi penyerapan ADD tahap I tahun

anggaran berjalan.

(4) Pencairan ADD untuk tahap III dengan persyaratan:

a. surat permohonan kepala Desa kepada Bupati melalui

Dinas yang diketahui Camat;

b. copy buku RKD; dan

c. laporan realisasi penyerapan ADD Semester I tahun

anggaran berjalan.

(5) Pencairan ADD untuk tahap IV dengan persyaratan:

a. surat permohonan kepala Desa kepada Bupati melalui

Dinas yang diketahui Camat;
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b. copy buku RKD; dan

c. laporan realisasi penyerapan ADD sampai dengan

tahap III tahun anggaran berjaian.

4. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni

Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Ketentuan besaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris

Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud

daiam Pasal 6 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek

pada tanggal 20 Jarluari2O2O

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek

pada tanggal 20 Januari2O2O

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAIIUN 2O2O NOMOR 2

Salinan sesuai d slinya
KEPALA H M,

SRI AGU ANI
Nip . 19671223 799203 2 OO4


